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ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA MEDAN

(Studi Kasus Putusan Nomor No. 2207/Pid. Sus/2022/PNMdn)

MHD NUR HARAHAP

NPM: 175114079
Perdagangan orang (human trafficking) adalah tindakan pidana khusus yang sudah lama berlangsung dan sangat sulit untuk diberantas. Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia yang menjadi salah satu kota penyumbang eksploitasi perempuan dan anak, dikarenakan pertumbuhan penduduk yang jauh lebih dominan oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1)Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya masalah perdagangan anak? 2) Bagaimana upaya perlindungan hukum dalam meminimalisasikan masalah korban Trafficking (khususnya pada anak)?
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam metode, yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.
Hasil penemuan penelitian ini terkait dengan faktor penyebab terjadinya anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Medan, diantaranya terdiri dari faktor kemiskinan, faktor rendahnya pendidikan, faktor pergaulan bebas serta faktor kurangnya informasi tentang indikasi dari perbuatan perdagangan anak. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang memberikan bantuan hukum terhadap anak yang bertujuan agar hak-hak anak sebagai korban perdagangan orang dapat terpenuhi di dalam proses peradilan pidana dengan menuntut hak atas ganti rugi, hak atas restitusi, maupun hak atas kompensasi yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi anak tersebut.
Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Perdagangan Orang, Anak

ABSTRACT
JURIDICAL REVIEW OF TRAFFICKING IN MINORS IN MEDAN CITY

(Studi Kasus Putusan Nomor No. 2207/Pid. Sus/2022/PNMdn)

MHD NUR HARAHAP

NPM: 175114079
Human trafficking is a special criminal act that has been going on for a long time and is very difficult to eradicate. The city of Medan is one of the largest cities in Indonesia which is one of the cities that contributes to the exploitation of women and children, due to population growth which is much more dominant among women than men.
The formulation of the problem in this research is 1) What are the factors that influence the increasing problem of child trafficking? 2) What are legal protection efforts to minimize the problem of trafficking victims (especially children)?

The type of research used in this research uses two types of methods, namely normative legal research methods and empirical legal research methods. In collecting data, the author used interview and documentation methods. An interview is a question and answer process in research that takes place orally where two or more people face to face listen directly to information or statements.

The findings of this research are related to the factors that cause children to become victims of criminal acts of human trafficking in the city of Medan, including poverty factors, low education factors, promiscuity factors and lack of information about indications of child trafficking acts. This form of legal protection for children as victims of criminal acts of human trafficking provides legal assistance to children with the aim of ensuring that children's rights as victims of human trafficking can be fulfilled in the criminal justice process by demanding the right to compensation, the right to restitution, and the right to compensation. which can be seen from the humanitarian aspect and the child's human rights.

Keywords: Juridical Review, Human Trafficking, Children
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DAFTAR PUSTAKA
BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 


Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Berbicara tentang tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak merupakan salah satu isu yang harus dihadapi dunia termasuk Indonesia. Masalah perdagangan orang ini merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, dari waktu ke waktu semakin berkembang dan meningkat, sehingga sangat sulit untuk menekan angka pertumbuhannya. Perdagangan orang merupakan perbuatan serupa dengan perbudakan modern yang melanggar harkat dan martabat manusia, yang bertentangan dengan tata hukum, serta merugikan masyarakat dan anti sosial. 
Perdagangan orang (trafficking) khususnya anak telah menjadi sebuah fenomena yang tiada habis-habisnya dicegah maupun diberantas di dunia ini. Banyak faktor yang kondusif menyebabkan oknum-oknum tertentu memperdagangkan anak demi kepentingannya semata, antara lain kemiskinan, kebutuhan kerja, kurangnya pendidikan, migrasi, kondisi keluarga, pengaruh sosial budaya, kebutuhan para majikan, kemajuan bisnis pariwisata, dan lain-lain. 

Semua faktor tersebut berpotensi membuka peluang terjadinya perdagangan orang. Di Indonesia praktik perdagangan manusia  masuk dalam  

dimana sempat diatur dalam pasal 297 kitab undang – undang hukum pidana (KUHP) dan cabut sebagai bagian dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 (UUD No.21 tahun 2007) tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Lebih lanjut praktik perdangangan anak juga di atur dalam pasal 83 UU No.23 tahun 2002 jo. UU No.35 tahun 2014 jo. UU No.17 tahun 2016 tentang perlindungan anak.
  


Pada awalnya, kasus praktik perdagangan manusia tidak masuk dalam kategori kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM), melainkan kasus “perbuatan pemelacuran  orang lain”. Hal ini dimulai dari peristiwa penaklukan atas suatu kelompok yang paling kuat dan memiliki kekuasaan kepada kelompok yang lemah. Anggota kelompok yang lemah akan diperkerjakan tanpa imbalan dan sesuai dengan kemampuannya. Sebagian budak perempuas ditugaskan sebagai pemuas nafsu bagi kelompok yang paling kuat. Penakluk tersebut dibayar dengan suatu pengabdian yang mutlak. 

Dibenua Eropa, Inggris merupakan Negara penakluk bagi beberapa negara diluar eropa. Seiring perkembangan zaman, keberadaan dari penakluk juga berkembang sehingga menghadirkan hubungan yang baik antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya dan dan salah satunya melalui ikatan pernikahan dan perdagangan. Dan mengakibatkan peningkatan jumlah budak tenaga kerja untuk menghasilkan sebuah komoditas tertentu. Di masa ini, perbudakan dan pemelacuran merupakan perilaku yang lumrah dan wajar bagi kelompok penakluk dan di anggap sebagai praktik kejahatan.


Menurut R. Soesilo, perempuan dan anak dibawah umur sebagai kategori yang paling banyak menjadi korban praktik perdagangan manusia hanya terbatas pada eksploitasi paksa atau pelacur paksa.

Perlunya perlindungan hukum bagi korban khususnya korban perdagangan orang harus diperhatikan. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang adalah pemberian restitusi dan kompensasi, layanan konseling, pelayanan medis atau pemulihan kesehatan fisik dan psikis (rehabilitasi), upaya pemberian bantuan hukum   dan   pendampingan,   pemberian   informasi   dan reintegrasi (penyatuan kembali ke keluarganya atau ke lingkungan masyarakatnya). Pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisir. 


Umumya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Di antara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antardaerah, antar negara, pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku. Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.

Undang-Undang Nomor 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu tujuan dari kebijakan hukum pidana (social defence), yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (social welfare), juga berhubung dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan terhadap Saksi dan Korban. harus sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu bahwa negara dan pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penting bagi negara untuk menghukum atas terjadinya pelanggaran HAM dalam tindak pidana perdagangan orang serta memberikan perlindungan kepada korban atau orang-orang yang diperdagangkan. Sebab tindak pidana perdagangan orang dirasakan sebagai ancaman bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sehingga dalam penegakan hukum memerlukan upaya yang menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan, serta terkordinasi dengan baik. Perlindungan terhadap perempuan dan anak telah menjadi tugas bersama segenap bangsa Indonesia untuk menanggulangi kejahatan kemanusiaan.
 
Berdasarkan latar belakang  diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang tuangkan dalam bentuk tulisan ilmiah (skripsi) dengan berjudul: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA MEDAN”.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan penyusun angkat dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya masalah perdagangan anak ?

2. Bagaimana upaya perlindungan hukum dalam meminimalisasikan masalah korban Trafficking (khususnya pada anak) ?
C. Tujuan Penelitian


Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.

2. Untuk  mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi meningkatnya 

masalah perdagangan anak.

3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya perlindungan hukum dalam meminimalisasi masalah korban Trafficking (khususnya pada anak).
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum sebagai sumbangan pikiran dalam rangka pembinaan hukum nasional.
1. 
Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai tindak pidana perdagangan anak persfektif hukum positif dan hukum islam, serta untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Medan. 
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.  Pengertian Tinjauan Yuridis



Tinjauan Yuridis terdiri dari dua kata, yaitu “Tinjauan” dan “Yuridis” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Tinjauan, yaitu : “Tinjauan adalah pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari) pemeriksaan yang teliti, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis untuk memecahkan suatu persoalan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainnya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
 
B. Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang. 
Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat.Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.
 

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. Strafbaar Feit adalah peristiwa pidana; 
2. Strafbare Handlung diterjamahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan 
3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”.


Tindak pidana menurut beberapa ahli hukum memiliki pengertian seperti dibawah ini: Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
 
C.
Unsur – Unsur Tindak Pidana


Dari beberapa pengertian menurut para ahli hukum jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang melawan hukum memiliki unsur-unsur untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu:

1. Unsur Subjektif


 Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah : 
a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan 
b. Maksud pada suatu percobaan 
c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan– kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan. 
d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

e. Perasaan takut seperti terdapat didalam Pasal 308 KUHP.
2. Unsur Objektif


 Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah : 

a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP. 

b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku. 

c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan 
sesuatu kenyataan akibat.

D. 
Jenis – Jenis Tindak Pidana 





Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat dalam bukuII dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam buku III;

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materieel delicten);

c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpose delicten);

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (delicta omissionis);

e. 
Berdasarkan saat dan waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara 
tindak 
pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;

g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (delicta communia, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu);

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak pidana aduan (klacht delicten);

i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidan bentuk pokok (envoudige delicten), tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) dan, tindak pidana yang diperingan (gepriviligieerde delicten);

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan tindak pidana berangkai (samengestelde delicten).

A. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang


Perdagangan orang berbeda dengan penyelundupan orang (people smuggling). Penyelundupan orang lebih menekankan pada pengiriman orang secara ilegal dari suatu negara ke negara lain yang menghasilkan keuntungan bagi penyelundup, dalam arti tidak terkandung adanya eksploitasi terhadapnya. Sedangkan perdagangan orang sejak awal sudah mempunyai tujuan, yaitu orang yang dikirim merupakan objek eksploitasi. Penipuan dan pemaksaan atau kekerasan merupakan unsur yang esensiil dalam perdagangan orang.


Dalam protokol Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) yang sudah diratifikasi ke dalam UU No. 21  Tahun 2017, disebutkan bahwa pengertian perdagangan orang adalah :

a. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik- praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.
b. Elemen sarana atau cara untuk mengendalikan korban, 

c. Elemen tujuan, yang meliputi eksploitasi, kerja paksa, perbudakandan pengambilan organ tubuh.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Perdagangan Orang adalah sebagai berikut : Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dimana korban diperlakukan semata-mata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali.

2.
Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak

Perdagangan anak didefenisikan oleh ODCCP (Office for Drug Control and Crime Prevention) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.
 Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk tindakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau sebuah lembaga terhadap ia belum berusia 18 tahun, maka ia adalah anak termasuk yang masih dalam kandungan. Suatu tindak kejahatan terdiri dari serangkaian proses tertentu dan untuk tujuan tertentu.
 

Perdagangan anak (trafficking) kurang lebih dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan rekruitmen, transportasi, baik di dalam maupun antar negara, pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan orang dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau pelibatan hutang, untuk pemaksaan pekerjaan domestik, pelayanan seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak tersebut mendapat bayaran atau tidak, di dalam sebuah komunitas yang berbeda dengan 
komunitas dimana anak tersebut tinggal ketika penipuan, kekerasan, atau pelibatan 
hutang itu pertama kali terjadi. Melihat besaran masalah yang sedemikian luas, bahkan nyaris tidak terukur, tentunya langkah perlindungannya pun meliputi segala bentuk pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi bagi mereka yang menjadi korban. Yang kesemuanya dapat dilakukan dengan tepat jika kita tahu persis akar permasalahannya, baik dari sisi supply maupun dari sisi demand. 

Persoalan perdagangan anak, atau lebih luasnya persoalan perdagangan anak dan perempuan di Indonesia sedang mendapat banyak sorotan akhir-akhir ini. Terutama setelah Indonesia dinyatakan menempati urutan terburuk di dunia bersama dengan beberapa negara lain di Asia dalam hal perdagangan anak dan perempuan. Bila dilihat secara aturan legal, terdapat banyak jaminan perlindungan bagi anak dari perdagangan. Selain dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, terdapat sedikitnya 4 instrumen nasional yaitu Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Persoalannya adalah seputar substansi, interpretasi, dan implementasi. Ditambah dengan hambatan yang dihadapi dalam menangani trafficking bukan hanya sebatas budaya hukum kita yang sangat tidak mendukung, tetapi juga sistem sosial dan sistem kultur kita yang masih sangat diskriminatif terhadap anak dan perempuan. Adopsi merupakan salah satu alternatif perlindungan bagi anak, menyangkut adopsi terhadap anak korban perdagangan dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme pengasuhan anak yang selama ini berlaku, karena prinsip dasar dari perlindungan anak adalah non-diskriminasi.

3. Subjek Tindak Pidana Perdagangan Orang


Adapun subjek tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut :

a. Orang perseorangan, yaitu setiap individu/perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang
b. Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.

c. Korporasi, tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama
d. Aparat, setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
F. Unsur – Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang ditentukan di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang antara lain.

a.
Pasal 2 : adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang 
dengan 
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 
posisirentan, 
penjeratan utang, 
atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh 
persetuujuan dari 
orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 
mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. 

b.
Pasal 3 : adalah setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara 
Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di wilayah negara 
Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain.

 c.
Pasal 4 : adalah setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke 
luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk 
dieksploitasi di 
luar wilayah negara Republik Indonesia.

d.
Pasal 5: adalah setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan 
menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk 
dieksploitasi.

 e.
Pasal 6: adalah setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau 
ke 
luar negeri dengan Cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut 
tereksploitasi.

 f.
Pasal 8 : adalah setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan 
kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan  
orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan 
Pasal 6 Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

g.
Pasal 9: adalah setiap orang yang berusaha menggerakan orang lain supaya 
melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu telah tidak 
terjadi. 

h.
Pasal 10 : adalah setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk 
melakukan tindak pidana perdagangan orang. 

i.
Pasal 11: adalah setiap orang yang merencanakan atau melakukan 
permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

 j.
Pasal 12: adalah setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban 
tindak pidana perdagangan orang, dengan cara melakukan persetubuhan atau 
perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, 
mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan 
praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana 
perdagangan orang.

 k.
Pasal 13: adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang 
yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan 
korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak 
dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

G. Pengertian Anak dan Anak Sebagai Korban


Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang  Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut memintanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Ditinjau dari aspek Yuridis maka pengertian “Anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring/person under uge), orang yang dibawah umur / keadaan dibawah umur (minderjarighaid/inferiority) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (minderjarige ondervoordij). Pengertian Anak menurut beberapa Undang-Undang : 

1. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, membagi pengertian anak kedalam 4 pengertian sebagai berikut:
a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan 
hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. 
b. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 
18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 
c. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. 
d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

3.
Menurut UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

4.
Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak adalah setiap 
orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. 


Anak sebagai pekerja atau anak pekerja anak merupakan istilah yang seringkali menimbulkan perdebatan, meskipun sama- sama digunakan untuk menggantikan istilah buruh anak. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggunakan istilah anak-anak yang terpaksa bekerja. Ketentuan mengenai pekerja anak diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 UU Ketenagakerjaan. Pada dasarmya Pasal 68 melarang pengusaha mempekerjakan anak, akan tetapi terdapat pengecualian di dalam UU Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai hak-hak pekerja anak sebagai berikut : pekerja anak yang melakukan pekerjaan ringan, pekerja anak bekerja di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabt berwenang, pekerja anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minatnya, pekerja anak yang dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, dan larangan mempekerjakan dan melibatkan anak dalam pekerjaan- pekerjaan yang terburuk. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian korban juga termasuk semua orang khususnya anak-anak.
 Anak sebagai korban diberikan hak dalam hal penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.
 Hak bagi anak sebagai korban dalam sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup. Saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.


Dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak korban tindak pidana perdagangan orang mendapatkan perlindungan khusus berupa pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Pasal 68 ayat (1) tersebut berbunyi: “Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas “upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”. Yang dimaksud dengan rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Kemudian yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat. Untuk anak korban perdagangan orang juga berlaku perlindungan sebagaimana yang diatur dalam UU RI No. 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 43 Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi: “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,  kecuali  ditentukan  lain  dalam   Undang-Undang   ini”. Dalam hal Bersaksi di pengadilan adalah hal yang sulit dan menakutkan bagi korban perdagangan manusia tetapi akan lebih sulit dan menakutkan bagi anak-anak, harus ada ketentuan khusus yang wajib dipertimbangkan dan di implementasikan untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut terlindungi saat mereka bersaksi di pengadilan.

H. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang 


Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umunya berupa hukuman pidana atau sanksi. Menurut KUHP ada beberapa jenis pemberian pidana dalam undang-undang yang mengatur pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang atau berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, yaitu :

a.
Ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana minimal- maksimal dan 
denda minimal-maksimal

b.
Ada pasal menggunakan sanksi pidana saja, tetapi tetap ada minimal dan 
maksimal

c.
Ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal dan denda maksimal

d.
Ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal saja.


Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang (perdagangan anak), Pasal 83 disebutkan “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F (“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak”) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).


 Adapun Pasal 88 disebutkan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I (“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal tersebut hanya terbatas pada anak yang dalam undang-undang tersebut, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 ini memberikan ancaman hukuman yang cukup berat kepada pelaku perdagangan orang.


Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan ancaman yang lebih berat terhadap pelaku perdagangan anak. Dalam Pasal 17 disebutkan bahwa “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Jadi, ancaman pidana penjara paling singkat selama 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 160.000.000.00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah). Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa semua unsur tindak pidana perdagangan orang diuraikan dan dikenakan sanksi. Dilihat dari perbuatan perdagangan orang, maka sanksi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang merupakan tindak pidana perdagangan orang dan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.

BAB III
METODE PENELITIAN

A.
Lokasi Penelitian


Berbicara tentang lokasi penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap peneliti dalam rangka mengumpulkan data yang akurat sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas data yang di peroleh oleh setiap peneliti tertentu. Dengan demikian, lokasi penelitian perlu diterapkan dan/atau ditentukan terlebih dahulu sebelum hendak melaksanakan sebuah penelitian tertentu. 
Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan yang terletak dijalan Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri tersebut merupakan tempat diputus perkara No. 3810/Pid. Sus/2020/PNMdn yang merupakan objek sasaran kasus yang diangkat oleh penulis. 
B. Jenis Penelitian


Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam metode, yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris.

1. Metode Penelitian Hukum Normatif


Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan keperpustakaan (data skunder) yang mencakup:

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal (normissens chaft/sollen-wissens chaft) yang mengahsilkan kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur real (tatsachen wissens chaft/sein wissens chaft) yang mengasilkan tata hukum tertentu (tertulis).

b. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.

c. Penelitian terhadap taraf singkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (stufenbau theory).

2. Metode Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.
C. Sumber Data 

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Menuerut penjelasan Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum tepatnya pada halaman: 51 cetakan 2018, disitu dijelaskan bahwa “Secara umum, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan antara dua data yang diperoleh secara lansung dari masyarakat (mengenai perilakunya; data empris) dan dari bahan pustaka dan dari bahan pustaka. Yang diperoleh lansung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan yang kedua diberi nama data skunder
”. Atas dasar penjelasan tersebut, maka yang menjadi bahan penulis dalam peneltian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari;

a. Perundang-undangan
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan orang

d. Studi Kasus Putusan No. 3810/Pid. Sus/2020/PNMdn
2. Bahan hukum skunder, yang terdiri dari buku-buku,tulisan-tulisan, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lai-lain yang berkaitan dengan materi-materi penelitian yang memperkaya referensi dalam penyelesaian penelitian ini.

3. Bahan tersier, yakni terdiri dari kamus hukum, Kamus Basar Bahasa Indonesia yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder.

D. Teknik Pengumpulan Data


Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

1. Studi Pustaka


Dilakukan dengan cara membaca, memahami, mencatat, mempelajari dan 
mengutip data-data yang diperoleh dari buku-buku, putusan hakim, dan 
peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

2. Studi Lapangan


Studi ini dilakukan dengan cara wawancara (interview) guna untuk 
mempeoleh data primer agar data primer yang diperoleh lebih akurat.

3. Wawancara

 
Yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan 
secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Hakim, atau ahli hukum yang mengerti tentang objek penelitian penulis.
E. Teknis Analisis Data


Analis data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah di baca dan dipahami interpretasikan. Data yang di olah dari keperpustakaan kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan menguraikan data secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data dan menggambarkan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memudahkan interprestasi atau tafsiran data dan melakukan penarikkan suatu kesimpulan. Selanjutnya berdasarkan analisis data tersebut kemudian ditarik atau di rangkup menjadi suatu kesimpulan dengan metode induktif.
Selanjutnya yang menjadi teknik analisi data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Analisis data ini dilakukan dengan kuantitatif, dimana;

1. Analisa data ini dilakukan dengan kuantitatif, analisis  data ini cara-cara untuk menjelaskan, mengamati, membandingkan dan menginterpretasika pola-pola atau yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

2.
Mengenai kegiatan analis isi dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dukumen sampel kedalam kategori yang tepat.

4. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dari data yang diperoleh.
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Meningkatnya Masalah Perdagangan Anak
Terjadinya Perdagangan Anak harus perlu diketahui terlebih dahulu bahwa salah satu ilmu yang mempelajari tentang penyebab seseorang berbuat kejahatan yang dapat dihubungkan dengan penyebab terjdinya Perdagangan Anak adalah “Kriminologi”.
W.E Noach, membagi kriminologi menjadi dua bagian yaitu:

a. Kriminologi dalam arti kata luas yang terdiri dari Kriminologi dalam arti sempit dan Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik, sebagai alat untuk mengadakan pengejaran atau penyidik.
b. Kriminologi dalam arti kata sempit adalah pengetahuan yang mempelajari bentuk-bentuk penjelmaan, sebab-sebab, dan akibat-akibat dari Kriminalitas (Kejahatan dan Perbuatan-perbuatan buruk)”.

Sesuai dengan Pendekatan kriminologi yang dilakukan pada penelitian ini. Maka perlu dilihat faktor-faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya perdagangan anak tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut H. Hari Saheroji, mengemukakan bahwa: ada dua faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan atau perbuatan menyimpang yaitu karena faktor intern dan faktor ekstern yang saling mempengaruhi. Dengan demikian faktor penyebab terjadinya perdagangan anak yaitu:

Faktor Intern yaitu berasal dalam diri si anak itu sendiri.

1. Sifat umum dari individu meliputi: Umur, Sex (jenis kelamin),Kedudukan individu dalam masyarakat, Pendidikan Individu, Agama, Masalah Reaksi/ hiburan individu.
2. Sifat-sifat Khusus dari Individu

a. Kelakuan yang menyimpang akibat rendahnya mental

b. Kelakuan yang menyimpang karena daya emosional

Faktor Ekstern yaitu faktor yang terdapat di luar diri si anak, yang mempengaruhi tingkah lakunya

1. Pengaruh Negatif dari orangtua

2. Pengaruh Negatif dari lingkungan sekolah

3. Pengaruh Negatif lingkungan masyarakat

4. Tidak ada/ kurangnya pengawasan orang tua

5. Tidak ada/ kurangnya pengawasan dari Pemerintah

6. Tidak ada/ kurangnya pengawasan masyarakat

7. Tidak ada pengisian waktu yang sehat

8. Tidak ada reaksi yang sehat

9. Tidak ada pekerjaan

10. Lingkungan fisik kota yang besar 

11. Anomitas karena banyaknya penduduk kota-kota besar

12. dan lain-lain”.

Setelah dilakukan dalam penelitian, secara lebih mendalam dibahas beberapa faktor penyebab terjadinya perdagangan anak sebagai korban perdagangan yang terjadi di kota Medan. Adapun faktor-faktor yang rentan terjadinya perdagangan anak ialah:

a. Kemiskinan

Kemiskinan membuat anak lebih rentan menjadi korban perdagangan anak baik secara ekonomi maupun seksual.Hal tersebut banyak di karenakan harus memenuhi kebutuhan hidupnya terutama kebutuhan makanan baik untuk sendiri bahkan keluarganya yang tidak terpenuhi dapat juga beberapa hal-hal tersebut, seperti keinginan untuk mempunyai suatu benda namun tidak mempunyai uang untuk membeli benda tersebut. Sehingga mereka berfikir untuk mencari uang dengan cara yang singkat dan mudah yaitu dengan bekerja tidak halal. Hal ini di lakukan agar semua keutuhan yang diinginkannya terpenuhi secara materil. Himpitan perekonomian itu membuat anak mudah terbujuk rayu oleh pelaku perdagangan anak dengan tipu daya dan iming-iming untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Kemiskinan masih menjadi persoalan yang tak kunjung selesai di Sumatera Utara. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (Profil Kemiskinan di Sumatera Utara 2015) pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada Maret 2015 sebanyak 1.463.670 orang (10,53%), angka ini bertambah sebanyak 103.070 orang bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin September 2014 yang berjumlah 1.360.600 orang (9,85%).

Selama periode September 2014 - Maret 2015, penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 71.240 orang (dari 693.130 orang pada September 2014 menjadi 764.370 orang pada Maret 2015), sedangkan di daerah perkotaan bertambah 31.830 orang (dari 667.470 orang pada September 2014 menjadi 699.300 orang pada Maret 2015).

Penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2015 sebesar 10,16 persen, naik dibanding September 2014 yang sebesar 9,81 persen. Begitu juga dengan penduduk miskin di daerah perdesaan, yaitu dari 9,89 persen pada September 2014 naik menjadi 10,89 persen pada Maret 2015.

Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, pada Maret 2015 meskipun persentase penduduk miskin di Sumatera Utara berada di bawah persentase penduduk miskin Indonesia, akan tetapi penduduk miskin di Sumatera Utara masih cukup tinggi dan menempati peringkat ke-17 dari 34 Provinsi. Persentase penduduk miskin di Indonesia adalah 11,13 persen dan Sumatera Utara adalah 10,5 persen.

Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Kemiskinan sendiri erat kaitannya dengan kejahatan. Francis Fukuyama dalam bukunya The Great Disruption menyatakan bahwa kemiskinan merupakan penyumbang terbesar terjadinya guncangan sosial (great disruption) di berbagai negara.

Berdasarkan penggalian data yang dilakukan di Sumatera Utara, anak-anak terjerat menjadi korban kejahatan trafiking juga dilatarbelakangi salah satunya oleh kemiskinan. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3A Sumatera Utara menyatakan bahwa rata-rata korban perdagangan anak berasal dari keluarga miskin, terlebih kalau korban yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, yang banyak menjadi korban trafiking di Sumatera Utara.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh beberapa LSM yang bekerja dalam isu perlindungan anak seperti KKSP, dan PKPA. Informan dari KKSP menyatakan bahwa korban berasal dari keluarga miskin berdasarkan beberapa kasus yang ditangani oleh KKSP. Orang tua korban tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan beberapa dari mereka adalah buruh bangunan. Keadaan ini kemudian mendorong anak menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh seseorang, dan kemudian menjadi korban perdagangan manusia.

“Kasus yang kami tangani korban berasal dari keluarga miskin di Tanjung Morawa. Ia masih bersekolah. Tapi karena kesulitan ekonomi, ia menerima tawaran dari seorang kawannya untuk bekerja di Riau. Korban lalu di bawah ke Medan sebelum menuju Riau. Di Riau korban kemudian dipekerjakan sebagai pelayan kafe sekaligus ‘melayani’ tamu di sana”
Namun demikian, tidak semua kasus perdagangan anak berlatar belakang kemiskinan, terlebih untuk korban yang berasal dari daerah Jawa Tengah atau Jawa Barat. Informasi yang didapat dari DP3A menyatakan bahwa korban yang berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat tidaklah semua berasal dari keluarga miskin. Ini dibuktikan dengan, misalnya, keluarga korban mempunyai usaha ekonomi di daerah asalnya. Pihak keluarga korban juga tidak punya kesulitan keuangan ketika menjemput korban yang berada di Sumatera Utara. Situasi ini sangat berbeda dengan korban yang berasal dari NTT, karena keluarga sama sekali tidak memiliki uang untuk ongkos pulang korban.

Kemiskinan bukan lagi menjadi faktor tunggal penyebab anak terjerumus menjadi korban perdagangan anak. Faktor lain yang juga menentukan adalah persoalan gaya hidup, yakni ingin dapat hidup senang dengan cara yang mudah.

b. Rendahnya Pendidikan
Rendahnya pendidikan dapat membuat seseorang tidak memilki keterampilan (skill) yang dapat menunjang hidupnya kelak dan juga membuat seseorang memiliki pola pikir pendek, yang hanya memikirkan materi saja tanpa mempedulikan hal lain. Contohnya adalah: sering orang tua beranggapan bahwa pendidikan itu tidak perlu, karena tidak akan menghasilkan materi. Tidak jarang pula orang tua berfikir bahwa anak perempuan tidak perlu bersekolah tinggitinggi, karena nantinya juga akan menjadi ibu rumah tangga sehingga lebih baik anak perampuan bekerja untuk membantu ekonomi orang tuanya sebelum menikah nantinya dan untuk anak laki-laki orang tua menganggap apabila anak laki-laki sudah bisa bekerja, lebih baik bekerja dari pada sekolah. Karena anggapan tersebut yang membuat orang tua korban dan korban tergoda mau menerima ajakan si pelaku, karena pelaku menjanjikan kepada orang tua korban bahwa anaknya akan mendapat pekerjaan, padahal pekerjaan yang ditawarkan tersebut bersifat eksploitatif dan juga karena kurangnya pendidikan yang diraih oleh orang tua korban dan korban yang membuat orang tua korban dan korban tidak bisa membaca dan memahami isi kontrak yang ditawarkan oleh pelaku.

Rendahnya tingkat pendidikan serta tidak dipahaminya peraturan-peraturan hukum bahwa perdagangan anak merupakan tindak pidana, orang tuanya merasa bersalah memperdagangkan anak baik laki-laki maupun perempuan, demi mendapatkan uang. Keadaan tersebut juga menjadi pemicu mudahnya kasus perempuan dan anak-anak jatuh ke dalam bujuk rayu orang-orang untuk menjalankan usaha memperdagangkan perempuan dan anak, baik secara individu maupun organisasi yang tidak membentuk sindikat.

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena itu diperlukan pendidikan yang layak dengan memberikan pendidikan yang layak khususnya anak, akan memberikan peningkatan mutu dan pemahaman yang baik terhadap kejahatan perdagangan orang. Anak-anak wajib bersekolah, dengan begitu mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri ataupun mempunyai kemampuan untuk bekerja sesuai dengan ilmu atau kepandaian yang dimiliki tanpa harus terpengaruh oleh rayuan atau iming-iming dengan hanya bekerja mudah atau ringan tapi mendapatkan hasil yang cukup menjanjikan dari perekrut tenaga kerja. Perempuan dan anak-anak yang mempunyai pendidikan yang memadai mereka mempunyai cukup bekal untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya sehingga mereka memiliki posisi tawar yang baik.

c. Lingkungan

1) Lingkungan Pelaku

Dalam suatu lingkungan pergaulan sipelaku yang melihat kebutuhan dan gaya hidup orang lain yang mampu memenuhi segala kebutuhan sehari-hari dengan mudahnya terwujudkan, sehingga pelaku tersebut terobsesi mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang selama ini tidak terpenuhi. Ketika pelaku di pengaruhi oleh ajakan teman-teman dilingkungannya untuk mendapatkan pekerjaan yang instan dan mendapatkan keuntungan yang besar, maka si pelaku berminat dan mau melakukan pekerjaan tersebut.

lingkungan pelaku yang memunculkan tindak pidana perdagangan anak disebabkan ajakan dari beberapa keenalan yang memberikan janji besar terhadap pendapatan, lingkungan pelaku ini dapat berpengaruh besar jika mental pelaku kurang tanggap terhadap perbuatan kejahatan. jika lingkungan seperti ini dapat menjadi pusat tindak pidana perdagangan anak, berarti lingkungan yang demikian dapat menjadi sebuah sindikat perdaganan manusia secara umum. linkungan pelaku dapat dilihat dari sudut pandang, kurangnya ketaatan dan keimanan pada sang Ilahi di lingkungan tersebut. kurangnya penyuluhuan tentang tindak pidana dari aparat lingkungan setempat.

2) Lingkungan Anak

Anak perlu memenuhi kebutuhan yang cukup, dan anak perlu mendapatkan pendidikan yang layak, perekonomian lah yang membuat anak tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Maka dari itu anak mudah dipengaruhi oleh pelaku dengan iming-iming serta janji-janji palsu untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat membuat hidup yang lebih baik, serta mendapatkan kebutuhan yang cukup. Kurang nya pengetahuan membuat orang-orang khususnya anak mudah untuk terjebak menjadi korban tindak perdagangan.

Muculnya tindak pidana perdagangan anak akibat lingkungan anak yang kurang aman. dikarenakan kurang perhatian dari orang tua, teman, dan lingkungan pendidikan. lingkungan ini memunculkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana perdagangan anak. lingkungan anak yang labil dapat mudah saja membuat iming-iming untuk di jadikan objek tindak pidana pedagangan anak.
d. Pergaulan Bebas

Saat sekarang pergaulan anak muda sangat bebas. Tidak lagi menghiraukan norma-norma yang ada dalam masyarakat dan makin melemahnya iman pada diri anak muda sekarang, padahal iman atau agama adalah benteng utama manusia dalam menjalankan hidup yang lebih baik. Karena dalam normanorma agama memberikan petunjuk atau membimbing manusia kearah jalan yang benar dan menunjukkan hal-hal yang dilarang dan yang harus dilakukan, juga menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga jika seorang benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa sesorang tersebut akan menjadi manusia yang baik tapi apabila tidak mematuhi aturan agamanya maka seseorang dapat dengan mudah terjerumus pada hal-hal negatif.

Akibat dari pergaulan yang bebas tersebut, tidak jarang ditemukan anak permpuan yang hamil diluar nikah, sehingga anak yang dikandungnya bukanlah Anak yang diinginkan oleh calon ibu karena dan karena tidak ingin mendapatkan cemoohan dari lingkingan sekitar. Karena alasan tersebut, seorang ibu tega untuk memberikan anak kandungnya kepada orang lain. Tanpa mengetahui tujuan, pelaku mengambil anak tersebut, apakah untuk diadopsi ataupun untuk kepentingan komersil saja.
 Data tersebut diatas menggambarkan bahwa pergaulan bebas dewasa ini menunjakkan fenomena yang semakin marak.

Mudahnya anak muda mendapatkan kepingan VCD/DVD porno dengan harga yang sangat murah, dapat juga diperoleh dari tempat-tempat persewaan, memberikan pengaruh negatif terhadap mentalitas dan moralitas anak. Akibat lebih jauh mereka terperosok pada pergaulan bebas. Jika kemudian dari hasil pergaulan bebas itu dilahirkan anak acap kali ibu dari anak tersebut tanpa berpikir panjang menjual anak itu kepada anak yang membutuhkan. Di samping itu dengan kondisi ketidakmampuan secara ekonomi sehingga mereka tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, akhirnya terjebak kedalam perdagangan manusia atau orang.
e. Lemahnya Pencatatan Kelahiran
Penelitian yang dipublikasikan oleh UNICEF pada Mei 2002 memperkirakan bahwa 37% anak-anak Indonesia di bawah usia 5 tahun tidak dicatatkan. Padahal, Pasal 9 Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasikan Indonesia mengatur bahwa sejak kelahiran maka harus segera dilakukan pencatatan terhadap anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan. Hal ini juga diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tidak tercatat dan tidak terdokumentasinya anak-anak dan orang dewasa, terutama mereka yang ada di pendesaan sangat rentan mengalami eksploitasi dan hal ini seperti member fasilitsa kemudahan terjadinya perdagangan. Para agen dan pelaku perdagnagan mendapatkan keuntungan dari kondisi ini dengan membuat umur yang tidak sebenarnya agar mereka diizinkan pergi pergi ke luar negeri.
f. Kurangnya Informasi
Informasi mengenai peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, agar masyarakat dapat mematuhi dan menjalankan peraturan-peraturan tersebut. Namun sayangnya banyak masyarakat yang kurang dalam memahami isi dari peraturan perundang-undangan. Contohnya peraturan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dimana masyarakat tidak mengetahui bahwa memberikan anak dibawah umur kepada orang lain kemudian untuk dipekerjakan di pertambangan atau bekerja di tempat lain merupakan termasuk tindak kejahatan perdagangan perempuan dan anak.

g. Perkawinan Dini

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun. Namun, dalam kenyataannya mereka yang belum berumur 16 tahun dengan izin dari orang tua atau pengadilan bahkan dengan cara menaikkan umur tetap dapat melangsungkan perkawinan. 

Perkawinan yang terlalu dini dapat meningkatkan perceraian kondisi ini sangat rentan untuk terjadinya trafficking. Dengan bercerai maka perempuan harus menghidupi dirinya sendiri (bersama anak-anaknya) serta dengan keterbatasan pendidikan dan keterampilan mereka hanya memiliki sedikit pilihan untuk kerja, terlebih lagi karena kemudahan mereka yang sering kali tidak disiapkan secara emosi, ekonomi, dan sosial untuk hidup dan menghidupi diri sendiri.
h. Kebijakan dan Hukum yang Bias Gender

Berdasarkan UUD 1945 perempuan di Indonesia dijamin hak-haknya setara dengan laki-laki di segala bidang, termasuk di muka hukum. Namun, dalam kenyataannya ternyata tidak demikian. Kebijakan yang bias gender telah menyebabkan banyak perempuan tertinggal dari laki-laki. Perempuan mengalami keterbatasan mendapat kesempatan pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja.

Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan ddan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini ditandai dengan adanya pembagian peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak-anak dirumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas didalam rumah tangga, misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan mengasuh anak.

Pembagian peran ternyata berdampak luas serta mempengaruhi pola pengasuhan dan kesempatan bagi anak-anak laki-laki dan perempuan. Hampir di seluruh Indonesia, terutama di pedesaan, orangtua lebih memberikan kesempatan pendidikan kepada anak laki-laki, karena suatu hari anak laki-laki harus mencari nafkah bagi anak dan istrinya. Sedangkan anak perempuan dianggap tidak terlalu membutuhkan pendidikan karena kelak akan mengikuti suami.

Apabila kebijakan dan hukum bias gender masih saja terjadi, yang mengalami kerugian adalah anak-anak perempuan. Kebijakan dan hukum yang bias gender akan menyebabkan semakin banyak anak perempuan yang tidak bias bersekolah karena kemiskinan. Kemiskinan sering membuat orang tua membuat keputusan untuk menghentikan sekolah anak-anaknya, terutama anak perempuan. Selain itu, orang tua juga sering membuat keputusan untukl menikahkan anak perempuannya dalam usia yang masih dini hanya karena alasan ekonomi. Keputusan ini pun sebenarnya tidak tepat karena tanpa kematangan jiwa. Karenanya, perkawinan anak-anak sering berakhir dengan perceraian, bahkan juga masalah kesehatan bagi anak yang bersangkutan.

Penyebab tingginya angka perdagangan anak di Indonesia:

1. Desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2. Rendahnya tingkat pendidikan sehingga tidak mampu bersaing di dunia kerja. 

Sekalipun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa : 

“Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan Cuma-Cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil” 

3. Kenyataannya yang sesungguhnya pendidikan itu tidak ada yang gratis. Kurang adanya kesetaraan gender.

4. Cara berpikir dan budaya masyarakat yang malu bila anak gadisnya tidak segera menikah, sehingga terjadilah perdagangan anak yang bersembunyi di balik “pernikahan palsu. 

5. Cara berpikir masyarakat bahwa anak dilahirkan untuk membalas budi kepada orang tua. Sehingga baik anak laki-laki maupun perempuan banyak di eksploitasi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Itulah sebabnya mereka berpikir bahwa “banyak anak itu merupakan banyak rejeki bagi orang tuanya.”

6. Tingginya anak kelahiran dan pertumbuhan penduduk Indonesia, yang tidak lain disebabkan oleh poin nomor 4 dan 5.

7. Banyaknya anak-anak yang tidak mempunyai akta kelahiran berisiko dimanfaatkan oleh pelaku trafficking.

8. Kurangnya pengetahuan yang cukup tentang membina keluarga, nutrisi dan pendidikan anak. Itu membuat orang tua mudah tergiur untuk menjual anaknya sendiri. 

Khusus perdagangan anak yang terjadi di Sumatera Utara berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Azmiati Zuliah, SH., MH faktor yang menyebabkan anak menjadi korban perdagangan anak di Sumatera Utara menurut Narasumber antara lain : ekonomi rendah (miskin) sehingga anak-anak yang kurang mampu ekonominya diiming-imingkan pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup namun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan dan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, kemudian tingkat pendidikan yang rendah, dan kurangnya kasih sayang orangtua, sehingga berdampak kepada terganggunya psikis anak, seperti dipekerjakan menjadi pelayan tokoh dengan iming gaji yang besar namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pendapat narasumber tersebut diatas didukung oleh Sherly Ayunaputri dan Agus Takariawan yang menyatakan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya human trafficking ini, salah satunya yaitu ketidaktahuan masyarakat akan perdagangan manusia ini, karena kebanyakan dari mereka adalah kalangan dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaaan atau daerah kumuh perkotaan, mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas, yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius, anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/orang tua, suami/orang tua sakit keras, orang tua meninggal dunia, anak-anak putus sekolah, korban kekerasan fisik, psikis, seksual, para pencari kerja (termasuk buruh migran), perempuan dan anak-anak jalanan, korban penculikan janda cerai akibat pernikahan dini, mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja, bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih.

Oleh karena itu menurut penulis segala bentuk perlakuan yang merusak hak-hak dasar anak dalam bentuk pemanfaatan dan eksploitasi harus segera dihentikan tanpa terkecuali karena pada kasus perdagangan manusia posisi anak sebagai korban tidak berdaya dan lemah baik secara fisik maupun mental.

a. Situasi Perdagangan Anak Di Kota Medan
1) Besaran Kasus

Sangat sulit untuk mengetahui berapa sebenarnya besaran pasti korban perdagangan anak di Kota Medan. Hal ini dikarenakan masing-masing lembaga—baik pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil—mengeluarkan data yang berbeda, dan belum bisa terverifikasi antara data satu lembaga dengan lembaga lainnya. Situasi ini disebabkan:

1) Pertama, Masih belum satu persepsi di antara lemabaga dalam mendokumentasikan kasus atau korban, dimana sebagian lembaga mendokumentasikan kejadian berdasarkan kasus bukan berdasarkan korban, sementara sebagian lembaga mendokumentasikan kejadian berdasarkan korban. Diketahui bahwa satu kasus dapat terdiri dari beberapa korban.
2) Kedua, Data satu korban atau kasus yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga sangat besar kemungkinannya adalah korban atau kasus yang sama yang dikeluarkan oleh lembaga yang lain, karena memang satu kasus atau korban ditangani oleh beberapa lembaga secara bersamaan.
3) Ketiga, data dasar atau data layanan korban banyak yang tidak didokumentasikan dengan berbagai macam alasan, padahal verifikasi korban dapat dilakukan jika di dapat dasar kasus atau korban di masing-masing lembaga.
4) Keempat, Data korban perdagangan manusia di beberapa lembaga tidak dipisahkan antara data perdagangan perempuan dewasa dengan data perdagangan anak. Dengan demikian data kasus atau korban perdagangan anak yang diperoleh dari tiap lembaga yang terkait dengan perdagangan dan migrasi anak tidak dapat dijumlahkan, karena besar kemungkinan ada pengulangan data yang sama (redundant).

B. Upaya Perlindungan Hukum Dalam Meminimalisasikan Masalah Korban Trafficking (khususnya pada anak)
Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana Trafficking semakin mendapatkan tempatnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan mengenai perlindungan korban diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana Trafficking dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan lian dalam Undang-undang ini.

Kendati telah ada upaya nyata untuk memberikan perlindungan Hukum terhadap korban, akan tetapi yang masih perlu dipertanyakan apakah perlindungan korban yang terimplementasikan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 sesuai dengan konsep perlindungan korban. Pertanyaan ini mengemuka, karena apabila memperhatikan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tampaknya pembuat Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 masih bisa dalam memahami konsep tentang perlindungan korban dan kaitannya dengan akses korban dalam sistem peradilan pidana, sehingga apa yang telah dinyatakan dalam bagian konsideran tidak diimplemenasikan secara konsisten dalam pasal-pasalnya.

Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana Trafficking semakin mendapatkan tempatnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan mengenai perlindungan korban diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana Trafficking dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Terkait dengan perlindungan saksi dan korban menurut Arif Gosita sebagaimana dikutip oleh Anita Hadayani Nursamsi, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban ada beberapa macam hak yang perlu mendapat perhatian untuk dipertimbangkan manfaatnya yang diatur dalam peraturan atau Undang-undang demi menegakkan kertertiban dan keadilan hukum. Hak tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Hak Korban untuk mendapatkan kompensasi atau penderitaannya;
2) Hak korban untuk menolak kompensasi karena tidak membutuhkannya;
3) Hak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila korban meninggal dalam peristiwa tersebut;
4) Hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
5) Hak untuk mendapatkan kembali hak miliknya;
6) Hak menolak menjadi saksi bila hal tersebut membahayakan dirinya; 
7) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila korban melaporkan menjadi saksi;
8) Hak untuk menggunakan bantuan Penasehat Hukum ;
9) Hak untuk menggunakan upaya Hukum ;
10) Hak menolak menjadi saksi bila hal tersebut membahayakan dirinya.

Perlindungan korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasai, pelayanan medis dan bantuan hukum. Beberapa mbentuk perlindungan terhadap korban, yaitu :

1) Ganti rugi. Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diberbuat.
2) Restitusi. Restitusi lebih diarahkan pada tanggungjawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban
3) Kompensasi. Kompenasasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi.
Perlindungan hukum yang menciptakan keadilan apabila semua orang diperlakukan dengan sama sebagai manusia. Jadi dalam memberikan perlindungan hukum pada anak merupakan suatu yang wajar dan realistis, selain karena tuntutan hak asasi bagi anak juga karena tanggung jawab segenap komponen bangsa Indonesia.
 Perlindungan hukum merupakan suatu perilaku ataupun perbuatan yang melindungi hak individu atau sejumlah individu yang kurang mampu, tidak mampu dan/atau tidak berdaya baik itu secara fisik maupun mental, secara ekonomi, sosial, dan politik, baik itu dilakukan secara preventif maupun represif.

Perlindungan korban perdagangan orang dapat mencakupkan bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang absrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati dan dirasakan oleh secara emosional (psikis). Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian secara bersifat matrii maupun non materi. Perlindungan ini sangat diperlukan bagi korban perdagangan orang yang memang sangat memerlukan untuk pemulihakn secara fisik (ekonomi, kesehatan) maupun psikis (trauma). 

Setiap anak korban perdagangan anak berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum. Anak yang diperdagangkan adalah korban, mereka tidak boleh diperlakukan sebagai pelanggar atau diancam dengan sanksi kriminal atas tindakan pelanggaran yang terkait dengan situasi mereka sebagi anak yang di perdagangkan. Kesimpulannya adalah bahwa setiap orang termasuk didalamnya perempuan dan anak, berhak untuk bebas dari suatu perbudakan dan kekerasan dan berhak atas perlindungan yang merupakan hak asasi manusia.

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia adalah dengan melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia untuk mendapatkan perlindungan serta perlakuan yang sama di muka hukum sesuai Undang-Undang. Bantuan dan perlindungan terhadap korban adalah berkaitan dengan hak asasi korban seperti bantuan fisik, hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, memperoleh perlindungan dari ancaman dan hak memperoleh ganti kerugian (restitusi atau kompensasi).

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus pada isu anak yaitu terkait dengan memberikan perlindungan hukum terhadap anak adalah dengan mengetahui jumlah anak korban trafficking, kemudian melakukan observasi penjangkaun terlebih dahulu. Observasi ini dilakukan apabila sudah di identifikasi bahwa anak korban tersebut adalah korban trafficking. Dalam proses observasi ini diawali dengan melakukan assesment dan wawancara mendalam guna menggali informasi mengenai situaisi dan kondisi anak. Ada beberapa point penting yang harus diketahui, antara lain:

1) Pemenuhan hak-hak dasar ketika terjadinya trafficking diantara pemenuhan hak pendidikan, hak bermain dan berekspresi, hak diasuh oleh kedua orang tuanya
2) Latar belakang anak dan keluarga yaitu melakukan pendekatan terhadap anak dan keluarga seperti menanyakan identitas, orang tua
3) Kronologis menjadi korban trafficking.

Berdasarkan hal tersebut, apabila telah melewati observasi, baru akan diberikan perlindungan hukum represif terhadap anak korban perdagangan sebagai berikut: 

1) Pertama, pendampingan hukum, wujud dari pendampingan hukum adalah memfokuskan untuk menunjukan bahwa pihak Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan sebagai pendamping, dengan memberikan gambarangambaran mengenai kasusnya, memberi penawaran perlindungan yang lain, selain itu juga menguatkan korban dan juga keluarga untuk berproses hukum.
2) Kedua, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan yang bekerja sama dengan Lembaga lain, juga memberikan bantuan hukum berupa advokasi terhadap korban, bekerjasama dengan LSM dengan menyediakan jasa advokat guna menyelesaikan kasus tersebut. Advokat dapat bertindak dalam pengadilan maupun sebagai konsultan dalam masalah hukum.
3) Ketiga, Rehabilitasi, dalam hal ini rehabilitasi dilaksanakan dengan empat bentuk yaitu:
a. Rehabilitasi ekonomi, dalam hal ini Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan bekerjasama dengan kemeneterian sosial memberikan santunan kepada anak dan keluarga berupa bantuan tunai dengan bentuk barang-barang yang dapat digunakan untuk modal usaha. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan bekerjasama dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak memberikan bantuan permodalan usaha untuk keluarga korban.
b. Rehabilitasi sosial, adanya rehabilitasi sosial ini diharapkan anak korban trafficking dapat kembali atau siap berada ditengah-tengah masyarakat, begitu juga masyarakat siap menerima apapun kondisi anak korban trafficking ini. Dalam upaya perlindungan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan bekerjasama dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, PAKARNITA, Badan Pemberdayaan Masyarakat.
Perlindungan hukum preventif adalah salah satu perlindungan hukum yang bersifat mencegah terjadinya suatu tindak pidana kejahatan.
 Perlindungan hukum preventif yang dilakukan penegak hukum dalam rangka pencegahan terhadap suatu tindak pidana kejahatan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah dan penanggulangan kejahatan tidak hanya cukup dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) tetapi juga harus pergunakan sarana-sarana non-penal (sarana di luar hukum pidana. Sebab hukum pidana sebaiknya diposisikan sebagai ultimum remidium, maksudnya sarana pidana dipakai sebagai usaha terakhir dalam penanggulangan tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, sementara itu, perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan (human trafficking) secara preventif yang dilakukan oleh Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan sebagai berikut: 
1) Pertama, dengan melakukan sosialisasi. Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan yang bekerja sama dengan pemerintah kota Medan secara rutin melakukan sosialisasi mengenai anti kekerasan, pembahasan perlindungan anak dan juga bahaya perdagangan anak selain itu Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan juga turun langsung ke kelurahan dan sekolah-sekolah.
2) Kedua, Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan juga melakukan perlindungan melalui seminar. Pihak Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan didalam setiap kesempatan masih sering aktif menjadi nara sumber dalam seminar-seminar berkaitan dengan anak. Baik itu atas undangan dari sekolah ataupun dari perguruan tinggi sampai pemerintah daerah.
3) Ketiga, melalui film, pencegahan lain yang dilakukan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan adalah dengan membuat film pendek mengenai trafficking. Film ini menceritakan reka ulang kasus perdagangan 2016 lalu, yang diproduksi sendiri oleh Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan dengan adanya film ini Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan berpesan mengenai bahayanya perdagangan orang.

Hal-hal inilah yang menjadi pelindungan hukum dari penegak hukum belum sepenuhnya maksimal. Sementara itu, dari Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan perlindungan hukum seperti disebut diatas tidak akan terealisasi dengan baik apabila korban ataupun keluarga korban menolak perlindungan hukum tersebut. Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan pun dalam memberikan perlindungan hukum juga bukan dari milik sendiri, maksudnya perlindungan ini diberikan atas kerjasama dengan kementerian, lembaga lain atau instansi lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang dialami. Jadi Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan tidak sepenuhnya memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum secara langsung.

Upaya Perlindungan terhadap korban traficking dan eksploitasi anak merupakan hal yang kompleks karena beirisan dengan berbagai aspek kehidupan, maka diperlukan kesadaran dan peran serta seluruh masyarakat, penyelenggara negara dan aparat penegak hukum.Selama ini masalah trafficking dan eksploitasi anak hanya berfokus pada masalah yang sudah terjadi dan penyelesaian terhadap penanganan kasus. Sementara upaya pencegahan dan pemenuhan terhadap hak anak kurang menjadi perhatian. KUHP yang berlaku saat ini tidak atau kurang memberi perhatian pada korban. Tidak ada pidana ganti rugi dalam KUHP, baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan.

Anak korban kejahatan selain dilindungi juga harus di berikan pelayanan. Pelayanan anak korban kejahatan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Oleh karena itu, harus diusahakan agar pengadaan dan pelaksanaan pelayanan anak korban kejahatan ini menjadi suatu gerakan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat sebagai pengamalan Pancasila.

Hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan.
 Tentu saja ada asap pasti ada api. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap para korban perdagangan anak dan perempuan ditinjau dari beberapa regulasi pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan hukum yang dapat dipergunakan untuk menekan atau memberantas tindak pidana perdagangan anak dan perempuan, yang dapat dilihat dari peraturan perundangundangan, seperti pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
Berdasarkan hal tersebut, disamping itu, tindak pidana perdagangan anak tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta beberapa Konvensi Internasional seperti dalam Konvensi Internasional untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Protokol Konvensi Hak Anak mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan sebagainya.

Meskipun demikian peraturan perundangan tersebut lebih menekankan pada pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan perlindungan hukum terhadap para korban perdagangan orang belum terakomodir secara memadai, karena semestinya setiap korban perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi dan/atau kompensasi dari pelaku tindak pidana atau dari pemerintah. Hal itu merupakan salah satu wujud dari kendala dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 disamping masih adanya kendala lain seperti misalnya: mahalnya biaya untuk melakukan proses penyidikan karena lokasi/tempat tinggal korban yang jauh dari tempat kejadian perkara, sarana pembuktian dalam proses penyidikan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.
Mengetahui upaya perlindungan hukum yang ada guna menekan atau memberantas perdagangan anak sehingga topik tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang menarik untuk diteliti. Jika dilihat dari produk regulasi mengenai perlindungan hukum korban perdagangan orang terutama yang diatur dalam Undang-Undnag Nomor 21 tahun 2007 dan peraturan pendukungnya, seperti: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maupun Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Seharusnya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang sudah cukup memadai. Namun demikian penerapan Undnag-Undnag Nomor 21 Tahun 2007 belum optimal dan masih seringnya untuk menerapkan pemidanaan terhadap pelaku perdagangan orang dipergunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebabkan sanksi pidana terhadap pelaku sangat ringan. Disamping itu belum terakomodirnya pemberian santunan berupa restitusi dan/atau kompensasi dari pelaku tindak pidana tersebut kepada korban perdagangan orang, yang berakibat korban menjadi terabaikan haknya.

BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan
1) Faktor penyebab terjadinya anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Medan, diantaranya terdiri dari faktor kemiskinan, faktor rendahnya pendidikan, faktor lingkungan, faktor pergaulan bebas, faktor lemahnya pencatatan kelahiran, faktor pernikahan dini, faktor kebijakan dan hukum yang bias gender, serta faktor kurangnya informasi tentang indikasi dari perbuatan perdagangan anak.
2) Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang memberikan bantuan hukum terhadap anak yang bertujuan agar hak-hak anak sebagai korban perdagangan orang dapat terpenuhi di dalam proses peradilan pidana dengan menuntut hak atas ganti rugi, hak atas restitusi, maupun hak atas kompensasi yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hakhak asasi anak tersebut.
B. Saran
1) Hendaknya masyarakat ikut turut berperan serta dalam membantu memberantas terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak, sebagaimana peran serta masyarakat sangat membantu dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
2) Hendaknya peran lembaga anak dapat diperkuat dengan melakukan kerjasama antar lembaga bantuan hukum yang bergerak dalam perlindungan anak sebagai korban maupun saksi dalam tindak pidana, agar peran tersebut dapat lebih luas jangkauannya.
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